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d. DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara

Asal Usul Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai

berikut yang diajukan oleh:

Juli Muliono Putra bin Mahyun, Lahir di Bajur, 09 Juli 1994, Agama Islam,
Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun
Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten
Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Eva Mupira Hardian binti Muslihan, Lahir di Dayan Kubur, 31 Desember
1997, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Baijur,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

e. Pengadilan Agama

tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

f. Telah mendengar

keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

g. DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Giri Menang Nomor 1302/Pdt.P/2024/PA.GM pada hari itu juga telah

mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada
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pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pernah menikah menurut agama
Islam pada 5 Maret 2022, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon I
bernama Muslihan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Mahsun
dan Mahyun serta mas kawin berupa Uang Rp.500.000 -, (Lima ratus ribu
rupiah) dan 1Gram Emas dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak
dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
tidak tercatat di KUA Labuapi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama;

a. Azgila Lunara Putri Julian, Perempuan, Tanggal Lahir 13

September 2022;
3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah ulang di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi pada
tanggal 12 November 2024, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il
bernama Muslihan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Mahsun
dan Mahyun serta mas kawin berupa Uang Rp.500.000 (Lima ratus ribu
rupiah) dan 1Gram Emas dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta
Nikah tanggal 12 November 2024. Nomor: 5201081112024011;
4. Bahwa Penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan sebagai syarat
untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;
5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemaohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;
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2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Azqgila Lunara Putri
Julian, Perempuan, Tanggal Lahir 13 September 2022 anak sah hasil
perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada 5 Maret 2022;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para
Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri
di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat
permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan
tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon | yang aslinya diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1;

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Il yang aslinya diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Labuapi tanggal 12 November 2024. Bukti tersebut
telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
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4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Azqila Lunara Putri Julian
yang aslinya diterbitkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati
tanggal 13 September 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah
dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Mahyun Bin Raisah, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama

Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
adalah Ayah Kandung Pemohon |;
- Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah
secara agama Islam tanggal 5 Maret 2022;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat itu adalah Ayah kandung
Pemohon Il, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Mahsun dan
Mahyun serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000 (Lima
ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon ketika itu tidak dicatatkan
secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi;
- Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas
pernikahan Para Pemohon atau pun berupaya membatalkan pernikahan
keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini
Pemohon | dan Pemohon Il hidup bersama dan sudah dikaruniai
seorang anak bernama Azgila Lunara Putri Julian;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il telah
menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Labuapi pada tanggal 12 November 2024 dan telah
memiliki Kutipan Akta Nikabh;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan
asal usul anak adalah karena Para Pemohon kesulitan untuk
mendapatkan akta kelahiran anaknya yang lahir sebelum perkawinan
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Para Pemohon tercatat di KUA Kecamatan setempat;
2. Mahnef Firdaus Bin Nurudin, di bawah sumpahnya dengan tata cara
Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
adalah Misan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah
secara agama Islam tanggal 5 Maret 2022;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat itu adalah Ayah kandung
Pemohon Il, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Mahsun dan
Mahyun serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000 (Lima
ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon ketika itu tidak dicatatkan
secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi;
- Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas
pernikahan Para Pemohon atau pun berupaya membatalkan pernikahan
keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini
Pemohon | dan Pemohon Il hidup bersama dan sudah dikaruniai
seorang anak bernama Azgila Lunara Putri Julian;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il telah
menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Labuapi pada tanggal 12 November 2024 dan telah
memiliki Kutipan Akta Nikabh;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan
asal usul anak adalah karena Para Pemohon kesulitan untuk
mendapatkan akta kelahiran anaknya yang lahir sebelum perkawinan
Para Pemohon tercatat di KUA Kecamatan setempat;
Bahwa, Para Pemohon mengakui dan menyatakan benar seluruh
keterangan saksi serta mencukupkan pembuktian karena tidak ada lagi bukti
yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
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yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

h. Bahwa, hal-hal
selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan
untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut
sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

i.

j. PERTIMBANGAN
HUKUM

k. Menimbang, bahwa
maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di
atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang
diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam
sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan
pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang
terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan terdapat
perubahan sebagaimana yang tertuang dalam bagian duduk perkara dan
selebihnya Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam
duduk perkara dan selebihnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan asal
usul anak, karena Pemohon | dan Pemohon Il mengurus Akta Kelahiran anak
namun mendapatkan kesulitan, karena tanggal lahir anak tidak sesuai dengan
tanggal nikah yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon
I dan Pemohon Il mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan
sebagai alas hukum Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para
Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1
berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon | dan Pemohon Il, kedua alat bukti
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tersebut telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan bukti fotokopi telah
di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 serta 1870 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. (Bukti P.1 dan P.2) tersebut substansinya membuktikan bahwa
benar Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut
sehingga Pemohon | dan Pemohon Il sudah tepat mengajukan perkara ini ke
Pangadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Pemohon | dengan Pemohon Il yang telah dilakukan
pemeteraian, telah dinazegelen dan telah sesuaikan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan
Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal
1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta 285 R.Bg. (Bukti P.3) yang
merupakan akta otentik tersebut substansinya membuktikan bahwa benar
antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah secara Islam dan masih
terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis
formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan
Lahir atas nama anak Pemohon | dengan Pemohon Il sebagai orang tua yang
telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan telah sesuaikan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1)
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huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Majelis Hakim
berpendapat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti
surat, selebihnya mengenai syarat materil dan subtansinya akan
dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 belum mampu membuktikan bahwa benar
Azqgila Lunara Putri Julian merupakan anak dari Pemohon | dan Pemohon I
karena Bukti P.4 bukan merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis
Hakim berpendapat Bukti P.4 merupakan bukti permulaan sehingga perlu
didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang
saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maka dinyatakan terbukti Para
Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Azgila Lunara Putri Julian,
Perempuan, lahir 13 September 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi yang telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang
yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan
kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg
dan 175 R.Bg kesaksian aquo secara formil dapat dijadikan alat bukti,
sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta
yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian
antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan
bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon |l adalah pasangan suami istri yang
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telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 5 Maret 2022;

2. Bahwa, sampai dengan sekarang rumah tangga Para Pemohon rukun
dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Azqila Lunara Putri Julian,
Perempuan, lahir 13 September 2022 ;

3. Bahwa, perkawinan para pemohon pada tanggal 5 Maret 2022 tidak
memiliki Akta nikah dan tidak pernah diajukan permohonan Itsbat Nikah ke
Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut juga tidak pernah dibatalkan;

4. Bahwa saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah ulang di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Labuapi sehingga telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun belum
bisa membuat Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum
bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan memiliki dua orang anak
yang lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatat secara resmi
sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan
dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan
syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja
pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana
yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan
para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan
rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan
tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan
para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah
berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka secara otomatis harus
dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon | dan
Pemohon Il (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
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Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan
dengan dalil fighiyah yang tercantum dalam kitab Al Figh Al Islami wa Adillatuhu
jilid V halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim sebagai berikut:

&5loll 5 asignil islos ramill LY canw awwlall ol gamall glg I
Grodos I timio sl s e Tolg; OIS sl dawwls YIS slg glo il i io
Lo JS v as canis sasoall glo il wMauw (09 Jazui 093 pols 2ac
Vsl o bl ay il

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan
sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila

telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid

(rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi

dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di

dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa

nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak

dari suami istri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut
ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon
tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atau Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan akta kelahiran
dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para

Pemohon;
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Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

1. MENETAPKAN
a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
b. Menetapkan anak yang bernama Azqila Lunara Putri Julian yang lahir
pada tanggal 13 September 2022 adalah anak sah dari para Pemohon;
c. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami
Ulfa Nurwindiasari, S.H.l. sebagai Ketua Majelis serta Indah Syajratuddar,
S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu Siti Nurwahidah, S.H.l.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H. Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Muliadi, S.Sy. Panitera Pengganti

Siti Nurwahidah, S.H.lL.
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses + PNBP Panggilan :Rp 85.000,00
3. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
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4. Biaya Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 135.000,00
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